
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.885, 2018 KEMENHUB. Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah 

dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur Transportasi. Pencabutan.  
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM 58 TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN 

USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur dan Pasal 2 Peraturan Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur, perlu disusun tata cara pelaksanaan Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur Transportasi di Lingkungan 

Kementerian Perhubungan; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang 

Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4849); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 

7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 3); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja 

Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam 

Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.01/2006 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian dan 

Pengelolaan Risiko atas Penyediaan Infrastruktur; 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur 

dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 

Usaha; 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.06/2014 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan 

Barang Milik Negara dalam rangka Penyediaan 

Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 1143);   

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan 

Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 829); 

15. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama 

Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan 

Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1281); 

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat 

atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 814); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA 

CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN 

BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR 

TRANSPORTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 

PERHUBUNGAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam 

pemanfaatan Infrastruktur di bidang transportasi yang 

selanjutnya disebut sebagai KPBU bidang transportasi 

adalah Kerja Samaantara pemerintah dengan badan 

usaha dalam pemanfaatan infrastruktur bidang 

transportasi untuk kepentingan umum dengan mengacu 

pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh 

Menteri yang sebagian atau seluruhnya menggunakan 

sumber daya badan usaha dengan memperhatikan 

pembagian risiko diantara para pihak.   

2. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi 

pekerjaan konstruksi untuk membangun atau 

meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau 

kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau 

pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan 

kemanfaatan infrastruktur. 

3. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, 

perangkat keras dan lunak yang diperlukan untuk 

melakukan pelayanan kepada masyarakat dan 

mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan 

ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan 

baik. 

4. Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama pemanfaatan 

infrastruktur bidang transportasi yang selanjutnya 

disebut PJPK adalah Menteri atau Pihak yang 
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didelegasikan oleh Menteri sebagai penyedia atau 

penyelenggara infrastruktur di bidang transportasi 

berdasarkan peraturan perundang- undangan. 

5. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha swasta 

yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, 

atau koperasi. 

6. Tim KPBU adalah tim yang dibentuk oleh PJPK untuk 

membantu pengelolaan KPBU pada tahap penyiapan dan 

tahap transaksi KPBU khususnya setelah penetapan 

Badan Usaha Pelaksana hingga diperolehnya pemenuhan 

pembiayaan (financial close).   

7. Badan Penyiapan KPBU yang selanjutnya disebut dengan 

Badan Penyiapan adalah Badan Usaha atau 

lembaga/institusi/organisasi nasional atau internasional 

yang dipilih melalui Kesepakatan atau Seleksi untuk 

melakukan pendampingan dan/atau pembiayaan 

Penyiapan dan Transaksi proyek KPBU atau hanya 

Transaksi Proyek KPBU. 

8. Badan Usaha Pelaksana adalah Perseroan Terbatas yang 

didirikan oleh Badan Usaha pemenang lelang  atau 

penunjukan langsung untuk melakukan pembangunan 

dan pengelolaan infrastruktur bidang transportasi 

dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur bidang 

transportasi dalam meningkatkan pemanfaatan 

infrastruktur.  

9. Dukungan Pemerintah adalah kontribusi fiskal dan/atau 

bentuk lainnya yang diberikan oleh Menteri/Kepala 

Lembaga/Kepala Daerah dan/atau menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan dan kekayaan negara sesuai kewenangan 

masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan dalam rangka meningkatkan kelayakan 

finansial dan efektivitas KPBU. 

10. Jaminan Pemerintah adalah kompensasi finansial yang 

diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara 
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